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Indonesia dan Cina adalah anggota dari perjanjian TRIPS dan merupakan anggota dari WTO. Sebagai
anggota dari WTO, Indonesia, dan Chinawajib mematuhi TRIPS dan karena itu ada beberapa ketentuan
dalam TRIPS yang perlu diatur atau diubah dalam setiap peraturan perundang-undangan dari hak kekayaan
intelektual masing-masing negara. Salah satunya adalah border measure sebagai sarana perlindungan oleh
pabean terhadap barang-barang kekayaan intelektual yang diimpor atau diekspor, yang dipandang sebagai
langkah efektif untuk menghentikan pelanggaran hak kekayaan intelektual karena dapat menghentikan
barang yang melanggar tersebut sebelum memasuki dan beredar bebas dan luas ke pasar bebas. Salah satu
mekanisme yang disebutkan dalam TRIPS adalah penegahan ex-officio. Dalam mendukung hal ini, ada
mekanisme yang disebut sebagal perekaman yang memungkinkan pemilik atau pemegang hak kekayaan
intelektual hak untuk merekam hak mereka di bea cukai. Sekarang, Indonesia dan Cina memiliki telah
memiliki peraturan yang sama tentang perekaman dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan yang baru
diberlakukan Nomor 40/PMK.04/2018 tentang tentang Perekaman, Penegahan, Jaminan, Penangguhan
Sementara, Monitoring dan Evaluas Dalam Rangka Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Y ang Diduga
Merupakan atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Dalam membandingkan
kerangka peraturan kedua negara ini, ada beberapa perbedaan dan persamaan yang ditemukan. Satu hal yang
patut disebutkan, adalah bagaimana Indonesia tidak mengizinkan perusahaan asing yang didirikan untuk
merekam hak mereka dalam sistem perekaman di bea cukai, tidak seperti China. Ditemukan dengan
pendekatan teoritis bahwa sebenarnya ada beberapa poin yang mendukung mengapa Indonesia harus
memasukkan perusahaan-perusahaan asing untuk diizinkan merekam hak mereka di bea cukai seperti,
pertumbuhan ekonomi individu dan negara, merangsang produktivitas pasar, dan sebaga sarana untuk
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknol ogi.

Both Indonesia and China are part of the TRIPS Agreement and are members of the WTO. As the members
of WTO, Indonesia and China are obliged to comply to the TRIPS and therefore there are several provision
in TRIPS that needs to be regulated or amended in each of the country 39sintellectual property regime. One
of such isthe border measures as the means of customs protection towards intellectual property goods that
are being imported or exported, which is seen as an effective measure to stop the infringement of intellectual
property right because it might stop the infringed goods before it entersinto and circulated freely and
broadly to the free market. One of the mechanisms mentioned in TRIPS is the ex officio detention. In
supporting this authority, there is a mechanism called customs recordation that allows the owner or right
holder of the intellectual property right to record their right in the customs. Now, Indonesia and China both
have the same regulatory frameworks of customs recordation, by the newly enacted Minister of Finance
Regulation Number 40 PMK.04 2018 concerning Recordation, Detention Penegahan, Guarantee,
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Suspension Penangguhan, Monitoring and Evaluation in Regards to The Control Over Imported or Exported
Goods Suspected or Resulted from Intellectual Property Rights Infringement. In comparing the two
countries regulatory frameworks, there are several differences and similarities that are found. One worth to
be mentioned is how Indonesia does not alow foreign established companies to record their IPR in customs
recordation system, unlike China. It is found by atheoretical approach that there are actually severa points
that support on why does Indonesia shall include foreign established companies in recordation system such
as, it generates economic growth of individual and country, stimulate market productivity, and as a meansto
the development of science and technology.



